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BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 107                              2017                                    SERI :  E                                                                                    

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
NOMOR  107 TAHUN 2017  

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI  

NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN 
PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BEKASI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib 
administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan, maka Peraturan Wali Kota 
Bekasi Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penetapan dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dipandang perlu untuk diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4953); 
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2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601);  
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 
Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 
04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2015 Nomor 16 Seri A); 

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 
Nomor 2 Tahun 2012); 

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 
Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 
2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 
2017 tentang Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D). 

Memperhatikan : Berita acara pembahasan perubahan Peraturan Wali Kota 
Bekasi Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penetapan dan Penerbitan  Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, Nomor: 973/380-P3D, Tanggal 07 Desember 
2017.  
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 63 TAHUN 2015 
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENERBITAN 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 
 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dalam Peraturan Wali Kota Bekasi  Nomor 63 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Penetapan Dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 63 Seri E) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 3 

(1) Penerbitan SPPT PBB P2 dihitung dan ditetapkan besaran PBB yang 
terutang, selanjutnya Dispenda menerbitkan SPPT PBB P2. 

(2) Permohonan penerbitan SPPT PBB P2 dari masyarakat yang diajukan 
melalui loket pelayanan; 
a. SPPT PBB P2 diterbitkan sesuai dengan bukti hak surat tanah; 
b. Penerbitan SPPT PBB P2 untuk jenis pelayanan pendaftaran Objek 

Pajak Baru  berdasarkan tahun perolehan surat tanah, apabila tahun 
perolehan hak tanah melebihi 5 (lima) tahun, maka SPPT PBB P2 
ditetapkan 5 (lima) tahun. 

(3) Penentuan tanggal jatuh tempo atas penerbitan SPPT PBB P2 massal pada 
awal tahun pajak ditetapkan setiap tanggal 9 September tahun pajak 
berkenaan. Apabila tanggal jatuh tempo tepat pada hari libur, maka tanggal 
jatuh tempo pada hari kerja berikutnya. 

(4) Penentuan tanggal jatuh tempo untuk penerbitan SPPT PBB P2 atas 
pelayanan Objek Pajak Baru, Mutasi, Pembetulan dan Pelayanan lain yang 
sejenis, setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, 
ditetapkan 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan SPPT PBB P2. 

(5) Penentuan tanggal jatuh tempo SPPT PBB P2 atas pelayanan “Penentuan 
Kembali Tanggal Jatuh Tempo”, ditetapkan 1 (satu) bulan berikutnya 
setelah Surat Ketetapan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang 
Penundaan Jatuh Tempo diterbitkan. 

(6) Atas ketetapan SPPT PBB P2 yang tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak 
selama 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut dari SPPT PBB P2 
tahun berkenaan, maka NOP ditetapkan akan tetapi tidak disampaikan 
kepada Wajib Pajak  sampai pajak terutang dibayarkan seluruhnya oleh 
Wajib Pajak. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 
 Ditetapkan di Bekasi 

pada tanggal 29 Desember 2017 

WALI KOTA BEKASI, 
 
          Ttd/Cap 
 
 RAHMAT EFFENDI 
 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 29 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
                      Ttd/Cap 
 
        RAYENDRA SUKARMADJI 
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